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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas , maka peneliti menyimbulkan 

sebagai berikut: 

1. Selama ini praktek praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum 

maksimal dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi 

manusia terhadap tersangka, terdakwa atau pelaku yang diduga 

melakukan tindak pidana. Sebab praktek praperadilan tidak sejalan 

dengan ide lahirnya lembaga praperadilan dan lebih jauh menabrak apa 

yang menjadi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Selain itu pasca 

empat putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemyempurnaan 

praktek praperadilan di Indonesia tidak berjalan sesuai yang diharapkan 

karena masih terdapat perbedaan tafsir dari hakim yang memeriksa 

praperadilan. Keberadaan Praperadilan dalam perkembangannya 

kemudian memunculkan berbagaihambatan, sehingga maksud dan tujuan 

pemberlakuan Praperadilan tidak tercapai secara baikdan benar. Hal ini 

mengakibatkan hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan 

hukumtidak terpenuhi dengan baik. Hambatan lain yang mencolok 

adalah bolak-baliknya perkarapidana dari penyidik Polri ke Jaksa 

sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukumterabaikan, 

bahkan sering terjadi bolak-baliknya perkara pidana dilatarbelakangi 

olehkepentingan pribadi atau kelompok atau politik. 
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2. Pembatasan Waktu Dalam Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan mulai ada titik terang dengan melihat 

perkembangan praktek praperadilan sejak ada empat putusan Mahkamah 

Konstitusi dan apa yang sudah diatur dalam Rancangan KUHAP. 

Kombinasi praktek praperadilan yang sudah dilaksanakan dengan 

berbagai perubahan regulasi pelengkap seperti halnya Standar 

Opersional Prosedur masing-masing lembaga yang berkompeten 

(Kepolisian, Kejaksaan SEMA yang berlaku di lingungan Pengadilan) 

sebagai bagian dari saling melengkapi, dan ide lahirnya hakim komisaris 

dan hakim pemeriksa pendahuluan sebaimana diatur dalam R KUHAP 

sebagai bagian dari usaha niat baik untuk menyempurnakan kekurangan 

yang ada dan menjawab permasalahan yang ada. Pengajuan permohonan 

Praperadilan yang sudah ada sekarang dari segi waktu lebih 

diefisienkankan sedapat mungkin dan tidak boleh diajukan berulang-

ulang sepanjang pemeriksaan pokok perkara sudah diperiksa. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan 

saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembaharuan hukum 

pidana terusama sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan 

pengaturan lembaga praperadilan merupakan salah satu jalan untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan undang-undang yang telah ada. 

Namun walaupun demikian pembaharuan hukum dari segi substansi 
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maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan 

merupakan jalan terbaik, yang lebih penting adalah pembaharuan dari 

segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. 

Pembaharuan ini berlaku juga terhadap lembaga praperadilan yang 

diharapkan untuk masa mendatang. 

2. Kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini pihak legislatif DPR 

untuk segera menyempurnakan kekurangan yang ada dalam praket 

praperadilan dan mengesahkan RKUHAP 

3. Kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk 

mengimplementasikan praperadilan sebagai  kontrol terhadap upaya 

paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan 

wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan 

garansi atau jaminan hak asasi manusia. 

4. Kepada lembaga pengadilan terutama hakim untuk proaktif menemukan 

aturan-aturan yang jelas menjadi dasar putusan yang dapat memberikan 

perlindungan hak asasi manusia dari pemohon praperadilan. 

5. Kepada masyarakat untuk aktif dan berkerja sama untuk memberi 

pengawalan atau memberi kontrol pelaksaan praktek lembaga 

praperadilan; 

6. Kepada ilmuan untuk memberikan masukan melalui hasil-hasil riset 

yang idependen dalam rangka penyempurnaan praktek lembaga 

praperadilan. 
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